BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program pelatihan
keterampilan institusional, dan kendala yang dihadapi UPT Balai Latihan

Kerja Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program pelatihan yang merupakan wujud pelaksanaan
otonomi daerah ini terlaksana cukup baik sesuai dengan tujuan dan target
pelatihan.

a. Pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan bottom up, jadi
tidak hanya peran BLK sebagali institusi daerah, tetapi juga masyarakat,
dan perusahaan yang dilibatkan dalam formulasi kebijakan program.
Penilaian kebutuhan pelatihan tersebut ditetapkan berdasarkan analisis
yang dilakukan oleh BLK Sleman terhadap kebutuhan masyarakat dan
perusahaan sebagai sasaran program pelatihan keterampilan. BLK
Sleman berpartisipasi dalam melakukan seluruh aktivitas pelatihan
mulai dari penilaian kebutuhan pelatihan (need assesment),
pengembangan program pelatihan (development), hingga evaluasi
program pelatihan (evaluation).

b. Masing-masing unsur penyelenggaraan pelatihan telah dilaksanakan
cukup baik, sehingga mendukung kelancaran program. Sebagian unsur

tersebut meliputi tujuan pelatihan, peserta, materi atau bahan, metode
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dan media pembelajaran, serta manfaat pelatihan telah sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh para peserta program.

c. Pelaksanaan program telah terlaksana sesuai SK Penyelenggaraan,
secara kepatuhan pelaksana program di BLK Sleman, jumlah peserta 16
siswa pada masing-masing kejuruuan, ketepatan waktu pelaksanaan
selama 240 JPL, dan output berupa lulusan yang berkompeten juga
sudah terealisasi dengan persentase kelululusan siswa berjumlah 100%.

2. Berbagai macam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
pelatihan, membuat pelaksanaanya belum efektif karena kekurangan yang
dimiliki. Kendala tersebut antara lain :

a. Keterbatasan Waktu
Jumlah waktu pelatihan yang relatif singkat yakni sejumlah 240 JPL
atau selama 36 hari, menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan siswa
yang memiliki kemampuan dan basic pendidikan berbeda untuk
menguasai pelatihan.

b. Kekurangan Tenaga Pengajar
Masih kurangnya jumlah personil atau tenaga pengajar yang
dibutuhkan, menjadi penghambat pelaksanaan karena keterbatasan
personil dapat ditemui dalam kegiatan belajar mengajar proses
pelatihan.

c. Keterbatasan Fasilitas
Secara kuantitas, peralatan atau mesin-mesin kerja belum memadai

karena tidak cukup untuk digunakan pada masing-masing individu
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peserta pelatihan ini. Secara kualitas juga belum dapat mendukung
pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, karena peralatan dan mesin
kerja masih manual dan tradisional atau kurang up to date.
d. Belum Tersedianya Kurikulum Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan tidak didukung dengan persyaratan vital dari
program pelatihan itu sendiri, yakni SKKNI yang merupakan acuan
dasar kurikulum dan silabus pelatihan. Beberapa sub kejuruan baru
yang dibuka di BLK Sleman belum mempunyai SKKNI, sementara
proses pembuatan SKKNI memakan waktu yang lama.

Beberapa kendala tersebut teratasi dengan adanya komitmen para
pelaksana yakni keseluruhan pegawai BLK Sleman dengan para instruktur
pelatihan patuh dalam menjalankan segala aturan dan kebijakan dalam
penyelenggaraan program yang telah tertera dalam SK Penyelenggraan
Program. Sehingga pencapaian tujuan pelatihan keterampilan telah
tercapai dengan cukup baik karena komponen-komponen dalam organisasi
dan unsur-unsur pelatihan, serta motivasi para siswa pelatihan dapat

menyatukan semua misi para pelaksana terhadap pencapaian program.

Implikasi

Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya
penanggulangan pengangguran melalui program pelatihan keterampilan
institusional pada Bulan Maret 2013 ini telah berjalan dengan cukup baik
secara umum. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang terjadi

dikarenakan waktu pelatihan yang kurang, keterbatasan sarana dan prasarana
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pelatihan, kekurangan tenaga pengajar, dan belum tersedianya SKKNI pada
sub kejuruan baru.

Adanya komitmen pelaksana di BLK Sleman untuk mematuhi
peraturan mempengaruhi ketercapaian hasil pelatihan dilaksanakan sesuai
dengan desain SK Penyelenggaraan program. Pelatihan keterampilan ini
memberi implikasi positif karena adanya perubahan dari lulusan berupa
peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja pasca mengikuti
pelatihan. Sehingga program pelatihan keterampilan merupakan hal yang
perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas para
pengangguran sehingga dapat mendukung terselenggaranya upaya

penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sleman.

Saran

Berdasarkan kondisi yang terdapat dalam pelaksanaan program
pelatihan keterampilan institusional pada Bulan Maret 2013, maka saran yang
dapat diberikan oleh peneliti untuk perbaikan program menjadi lebih baik
adalah :

1. Mengingat hasil penelitian yang menyatakan bahwa lulusan BLK Sleman
telah mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja,
maka diharapkan program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan
sehingga tetap dapat mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan

berdaya saing.
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2. Untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelatihan, maka disarankan
agar lamanya waktu pelatinan perlu diperhatikan dan diperpanjang lagi
dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan program pelatihan,

3. Perlu dilakukan penambahan tenaga pengajar dengan mengajukan
permohonan pegawai pada BKD untuk merekrut sumber daya pendidik
yang berkompeten dan profesional agar pelaksanaan pelatihan dapat
berlangsung lebih efektif.

4. Sumber daya yang berupa sarana dan parasarana pelatihan hendaknya
lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara mendatangkan
alat-alat terbaru, untuk menyesuaikan dengan alat-alat yang ada di industri
sehingga lulusan pelatihan memiliki kualifikasi keterampilan yang
dibutuhkan oleh pasar kerja.

5. Pemerintah pusat sebagai pemberi tugas pembantuan sebaiknya
mempersiapkan komponen penting, seperti SKKNI untuk seluruh
kejuruan, agar harapan untuk menyamaratakan kualitas tenaga kerja di

setiap daerah dapat tercapai.
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